DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. (1990). Hukum Perikatan (2 ed.). Citra Aditya Bakti.

Adrian, S. (2008). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya. Sinar Grafika.

Djojodirdjo, M. A. M. (1979). Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita.
Fuady, M. (1998). Kontrak pemborongan mega proyek. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, (2003). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku
Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Meliala, A. Q. S. (1985). Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya. Liberty.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Purwahid, P. (1986). Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian. Badan
UNDIP.

R. Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti.
R. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.

Ridwan Khairandy. (2014). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif
Perbandingan (Bagian Pertama) (2 ed.). FH Ul Press.

Salim HS, (2014). Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia buku
kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, (2021). Teori dan Teknik penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

Seng Hansen,(2015). Manajemen Kontrak Konstruksi”. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.

Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum (3 ed.). Universitas
Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. (1986). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (1 ed.). Liberty.



Sutan Remy Sjahdeini. (1993). Kebebasan Berkontrakdan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia. Institut
Bankir Indonesia. Jakarta.

Syahmin. (2006). Hukum Kontrak Internasional. RajaGrafindo Persada, 2006.

Tirtodiningrat, K. R. T. . (1966). Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
Pembangunan. Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. (2000). Azas-Azaz Hukum Perjanjian . Mandar Maju.

Zakiyah.(2015). Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta:
Lentera Kreasindo.

B. Skripsi dan Jurnal

Skripsi

Anna Zatika.“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2
Sidomulyo Kota Baru antara PT. HUTAMA KARYA dan PT. WASKITA
KARYA”.Universitas Lampung. 2018.

Octariyani.“Tanggungjawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus
Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno kota Sukoharjo) Analisis
Yuridis Putusan Perkara Nomor 326/K/Pdt/2016”. Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. 2019.

Raymond A  Lumban  Gaoltinjaua.  “Tinjauan  Yuridis = Mengenai
Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak kerja Konstruksi Menurut
Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus
Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas — Kayuara di Kabupaten
Meranti Provinsi Riau)”.Universitas Sumatera Utara. 2018.

Jurnal

Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari
Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2).

Mediansyah M “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi
Antara Cv. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang
Bina Marga Pemko Lhokseumawe (Studi Penelitian Pada Pekerjaan Jalan
Poska Kandang Kota Lhokseumawe)” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh (2020) 8(1) 70



Rawung, M. E. D., Soputan, M., & Assa, W. (2023). Sanksi Hukum Pidana
Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-
Undang Cipta Kerja. Lex Crimen, 12(1).

Sri Redjeki Slamet. (2016). Kesempurnaan Kontrak kerja Konstruksi Menghindari
Sengketa. Hukum, 13, 208.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2017). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia
Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Lex

Trianggara, R. (2013). Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah
Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor. Jurnal limiah.

Wulandari, E. N. (2018). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada
Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia (Studi Pada PT. Hutama Karya
(Persero). Jurnal Privat Law, 6(2).

C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
2017 tentang jasa konstruksi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan
atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
pengadaan barang/jasa Pemerintah.



